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ABSTRAK
Nama : Hidayat Al Akbar
Nim : 10100113104
Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan  Sompa (Mahar) dan
Doi Balanca Dalam Perkawinan di Kecamatam Sinjai Selatan
Kabupaten Sinjai
Skripsi ini berjudul Tinjaun Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompa
(Mahar) dan Doi Balanca dalam perkawinan Masyarakat di Kecamatan Sinjai
Selatan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1)
Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan Sompa dan Doi Balanca
dalam Perkawinan di Kecamatan Sinjai Selatan, (2) Bagaimana Pandangan
Masyarakat terhadap Kedudukan Sompa dan Doi Balanca dalam Perkawinan di
Kecamatan Sinjai Selatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sulitnya perkawinan
masyarakat di kecamatan sinjai selatan, Untuk mengetahui sejauh mana pentinya
pernikahan dalam masyarakat di kecamatan sinjai selatan, untuk mengetahui
kedudukan sompa dan doi balanca di kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dan sosiologis. Adapun sumber data
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya metode
pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolaan data dan analisis data dilakukan
melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap
kedudukan sompa dan doi balanca dalam perkawinan di Kecamatan Sinjai Selatan
merupakan keharusan yang harus dipenuhi apabila ingin melangsungkan sebuah
pernikahan pemberiannya berdasarkan strata atau derajat sosial yang dimiliki,
Pandangan hukum islam terhadap kedudukan sompa dan doi balanca di Kecamatan
Sinjai Selatan dimana islam tidak pernah mempersulit kaumnya dalam proses
pernikahan apa lagi memandang seberapa tinggi strata atau derajat sosial seorang
wanita. Implikasi dari penelitian ini yaitu, diharapkan bagi masyarakat agar
memperhatikan bagaimana sulitnya pernikahan yang dikarenakan tingginya
permintaan sompa (mahar) dan doi balanca (uang belanja)  pihak mempelai wanita.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah mahluk ciptaan tuhan yang sempurna dan dianugrakan
sebagai kelebihan seperti akal dan pikiran yang menjadi pembeda dengan makluk
yang lain. Salah satu anugrah yang diberikan oleh tuhan kepada manusia adalah
diciptakannya pasangan bagi mereka masing-masing yang bertujuan untuk saling
mencintai dan mengasihi. Namun mereka harus menjalani hubungan itu dalam suatu
ikatan resmi dengan ikatan perkawinan.
Perkawinan merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya
tidak terjerumus ke dalam lembah kehinahan. Di samping untuk menjaga dan
memelihara keturunan, pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan
yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahan perbuatan yang
sebelumnya haram bisa menjadi halal.yang maksiat menjadi ibadah dan yang lepas
bebas menjadi tanggung jawab. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam QS An-
Nisa/1:4 yang menegaskan bahwa :
 َﮭﱡَﯾٓﺄ َٰﯾﺎ ُسﺎﱠﻨﻟٱ ْاُﻮﻘﱠﺗٱ ُﻢُﻜﱠﺑَريِﺬﱠﻟٱ ﱠَﺚﺑَو َﺎﮭَﺟۡوَز َﺎﮭۡﻨِﻣ ََﻖﻠَﺧَو ٖةَﺪِﺣ َٰو ٖﺲۡﻔﱠﻧ ﻦ ﱢﻣ ﻢَُﻜَﻘﻠَﺧ
 َو ۚٗٓءﺎَِﺴﻧَو اٗﺮِﯿﺜَﻛ ٗﻻﺎَﺟِر ﺎَُﻤﮭۡﻨِﻣ ْاُﻮﻘﱠﺗٱ َ ﱠ ٱيِﺬﱠﻟٱ ِِﮫﺑ َنُﻮﻟَٓءﺎََﺴﺗۦ َو َۚمﺎَﺣَۡرۡﻷٱ ﱠِنإ َ ﱠ ٱ َنﺎَﻛ
 َر ۡﻢُﻜَۡﯿﻠَﻋﺎٗﺒِﯿﻗ١
Terjemahnya :
Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari dr yang satu diri dan dari padanya allah menciptakan istrinya dan
dari pada keduanya Allah Memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan
yang banyak.1
1 Kementerian Agama RI, QS. An-Nisa dan terjemahan’:1
2Perkawinan sebagai cara melanjutkan keturunan dengan berdasar cinta kasih
yang sah, yang dapat mempererat hubungan antara keluarga antar suku dan bahkan
antar bangsa. Dengan demikian, hubungan pernikahan itu merupakan jalinan pertalian
yang seteguh teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Sehingga pernikahan itu
adalah wajib dilakukan oleh dua insan. Perkawinan terwujud terdirikan keluarga yang
harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban
anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan
terpenuhinya keperluan hidup sehingga timbulah kebahagiaan. Yang rasa kasih
sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman allah yang artinya’’dan
diantara kekuasaannya iyalah dia yang menciptakan istri istri dari jenismu sendiri
Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikannya diantara
kamu rasa kasih sayang sesunggunya apa yang demikian ini benar-benar maha
mulia.2
“setiap manusia mempunyai naluri manusiawi yang perlu di pemenuhan.
Pemenuhan naluri manusiawi antara lain adalah kebutuhan biologis terkmaksud
aktifitas hidup dan menyalurkan hawa nafsu melalui pernikahan. tanpa melalui
hubungan biologis yang tidak sah. menurut islam pernikahan merupakan tuntunan
agama yang perlu di perhatian sehingga tujuan dilakukannya pernikahan hendaknya
ditujukan untuk mencintai petunjuk agama.
Dalam islam pernikahan merupakan sunna Rasulullah saw. yang bertujuan
untuk melanjutkan keturunan agar manusia tidak terjerumus kedalam perbuatan keji
yang sama sekali tidak diinginkan oleh Allah saw. untuk memenuhi kebutuhan
tersebut yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila
telah memenuhi rukun-rukun dan syariah. Apabila salah satu rukun atau syarat
2 Syarif madina. Al-quran dan terjemaannya. 2006. Hlm 644.
3terpenuhi maka pernikahan tersebut berarti dianggap sudah sah apabilah memenuhi
rukun-rukun dan syaratnya. Apabilah salah satu rukun dan syaratnya tidak terpehuni.
Maka pernikahan tersebut dianggap batal salah satu syarat tersebut adalah mahar
(sompa)
Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, mahar merupakan salah satu
hak istri dan wajib hukumnya. Hal ini telah ditegaskan dalam QS An-Nisa/4:4 :
 ْاُﻮﺗاَءَو َٓءﺎَﺴﱢﻨﻟٱ ِٓﯿَﻨھ ُهُﻮﻠَُﻜﻓ ﺎٗﺴَۡﻔﻧ ُﮫۡﻨ ﱢﻣ ٖءۡﻲَﺷ ﻦَﻋ ۡﻢَُﻜﻟ َﻦۡﺒِط ِنَﺈﻓ َۚٗﺔﻠِۡﺤﻧ ﱠﻦِِﮭﺘ َٰﻗُﺪَﺻٗٔ ﺎ
 ٓﯾِﺮ ﱠﻣٗٔ ﺎ٤
Terjemahnya :
Dan berikanlah maskawin (Mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian yang penuh kerelaan kemudian, jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah
dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.3
Dalam pemberian mahar tersebut harus berdasarkan ke ikhlasan dari suami
atau dengan kata lain memberian mahar tersebut dilakukan sesuai dengan
kemampuan suami oleh karena itu banyak hal yang berkaitan dengan masalah mahar
yang perlu dikaji dan ditelitih, seperti hukumnya syarat-syaratnya, macam-macam
mahar, siapa yang berhak atas mahar, jumlah mahar dan kepada siapa mahar wajib
dibayar.
Dalam perkawinan adat bugis, mahar juga adalah salah satu syarat sah yang
harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. dimana mahar merupakan barang pemberian yang
dapat berupa uang atau harta dari mempelai laki laki kepada mempelai wanita. Mahar
dalam perkawinan bugis dapat berupa uang atau barang tetapi yang lebih lazim atau
sering didapat di adat bugis yaitu berupa barang atau harta, seperti tahan, sawah dan
3 Kementerian Agama RI, QS. An-Nisa dan terjemahan’:4
4kebun, perhiasan emas dan rumah, dan masih banyak harta benda yang dijadikan
mahar dalam perkawinan adat bugis.
Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar, dari sisi
kualifikasi mahar dapat dibagi dua yaitu, mahar yang berasal dari benda benda yang
konkrit seperti dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa
seperti mengajarkan membaca al-Qur’an, dari sisi klasifikasi mahar itu dapat dibagi
ke dalam mahar musamma yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak
dan dibayarkan secara tunai atau ditanggukan atas persetujuan istri dan mahar istil
yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad.
Biasanya mahar jenis ini mengikuti kepada mahar yang pernah diberikan kepada
keluarga istri seperti adik atau kakanya yang telah terlebih  dahulu menikah.
Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maximum
dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kemampuan manusia
dalam pemberiannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan
maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istri, sebaliknya. Orang yang
miskin ada yang tidak mampu memberikan mahar kepada calon mempelai wanita.
Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang
bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan
menikah, untuk menetapkan jumlahnya. Muktar Kamal menyebutkan “janganlah
hendaknya ketidak sanggupan membayar maskawin karena besar jumlahnya menjadi
penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan,” mengenai besarnya mahar, para
fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertingginya, kemudian
mereka berselisi pendapat tentang batas rendahnya.
Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan
tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya, segala sesuatu yang
5dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar, pendapat ini juga
di kemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.
Didalam kompilasi hukum islam, mahar di atur dalam pasal 30 sampai pasal
38. Pada pasal 30 dinyatakan: calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada
calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh keduan
belah pihak.
Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat pada pasal 31
yang berbunyi; penentuan mahar berdasarkan atas asas ke kesederhanaan dan
kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam. Dengan demikian kendatipun mahar
itu wajib tetapi dalam penentuannya harus mempertimbangkan asas kesederhanaan
dan kemudahan, dengan artian bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan
calon suami dan tidak boleh mengesankan asas ada atau apa adanya, sehingga calon
istri tidak merasa di lecehkan.4
Disamping itu selain mahar, uang belanja memiliki perang sangat penting
dalam pelaksanaan perkawinan dalam adat bugis sinjai khususnya di kecamatan sinjai
selatan  uang belanja sepenuh nya ditanggung oleh seorang laki laki, besarnya uang
belanja ditetapkan oleh kelaziman atau kesepakatan terlebih dahulu antara anggota
keluarga yang melaksanakan pernikahan.5
Kabupaten sinjai merupakan daerah yang menjunjung tinggi adat istiadat,
termaksud adat istiadat pernikahan khususnya adat bugis berdasarkan pengamatan di
kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai kerap kali dalam suatu pelaksanaan
perkawinan muncul kendala terkait dengan mahar dan uang belanja kendala kendala
tersebut seperti terhambat dengan biaya sebab biasanya pihak wanita mematok
4 Andi  Nurnaga. Adat istiadat pernikahan masyarakat bugis. CV. Telaga Zamzam. Makassar.
2001. Hlm. 7
5 H. Amiur Nuruddin, MA. Hukum perdata islam diindonesia. Kencana Prenada Media
group. Jakarta, 2002.hlm. 66
6standar mahar dan uang belanja tersebut dengan jumlah yang tidak sedikitdan hal
inilah yang menjadi kendala sangat fatal dan tidak menutup kemungkinan ketidak
adanya kesepakatan antara kedua bela pihak yang akan melangsungkan perkawinan,
menyebabkan batalnya perkawinan yang direncanakan.
Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi
dengan judul “tinjauan hukum islam terhadap kedudukan mahar (sompa) dan doi
balanca (uang belanja) dalam perkawinan di kecamatan sinjai selatan kabupaten
sinjai”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di uraikan penulis,
maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Kedudukan  Sompa (Mahar) dan Doi Balanca Dalam Perkawinan di
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Dan dapat dirumuskan kedalam
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan Sompa dan Doi
Balanca dalam perkawinan di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kedudukan Sompa dan Doi
Balanca dalam perkawinan di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Adapun ruang lingkup atau focus penelitian yang dilakukan oleh penulis
menyangkut beberapa alasan, antara lain Kedudukan Sompa ( Mahar ) dan Doi
Balanca (Uang belanja) Dalam Perkawinan Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten
Sinjai. selain itu, penulis juga melakukan penelitian di lingkungan masyarakat
7kabupaten sinjai kecamatan sinjai selatan guna untuk mengetahui akibat dari
permasalahan mahar dan uang belanja.
2. Deskripsi Fokus
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan dapat memahami judul penulisan ini,
maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yaitu “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Kedudukan Sompa (Mahar) Dan Doi Balanca (Uang Belanja) Dalam
Perkawinan Di Kecamatan Sinjai selatan kabupaten sinjai“
1. Mahar ( sompa ) adalah salah satu hak istri dan wajib hukumnya, serta dalam
pemberikan mahar tersebut harus berdasarkan keiklasan dari suami atau dengan
kata lain pemberian mahar tersebut sesuai dengan kemampuan suami, baik
berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam .6
2. Uang belanja (Doi Balanca) adalah sejumlah uang yang diberikan kepada calon
mempelai wanita dari calon mempelai pria dalam melangsungkan pesta
pernikahann.
3. Perkawinan adalah sebagai suatu hal yang sangat penting dan mulia untuk
mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Tanpa perkawinan tidak
mungkin seorang laki-laki dapat membentuk dan mengatur rumah tangga secara
tertib dan teratur. Perkawinan juga merupakan suatu dasar yang penting dalam
memelihara kemaslahatan umum. Kalau tidak ada peraturan tentang perkawinan,
maka manusia akan mengikuti hawa nafsunya yang dapat menimbulkan bencana
dalam masyarakat.7
6 Nonci. Adat Pernikahan Masyarakat Makassar dan Tana Toraja. CV. Aksara.
Makassar.2003. Hlm. 30
7 Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Departeman Agama.
Pendidikan Agama Islam untuk SMU/SMK Kelas 3.Lubuk Agung Bandung.1995.hlm. 42
84. Kedudukan adalah posisi atau tempat dimana terdapat seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu kelompok sosial yang sehubungan dengan orang
lain.
D. Kajian Pustaka
Dalam melakukan penelitian ini, selain menggunakan teori-teori yang relevan.
Penelitian juga akan melakukan kajian-kajian tentang penelitian-penelitian yang
dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu ini akan
membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih rinci.
Oleh karena itu, selanjutnya akan dikemukakan beberapa penelitian yang telah
dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian :
1. Soerjono soekanto & soleman B. Taneko, dalam buku nya yang berjudul
hukum adat Indonesia menjelaskann berbagai macam syarat syarat dan
peraturan adat dalam suatu daerah tertentu yang mana di atur oleh masing
masing kepala adat tertentu antar lain pada perkawinan masyarakat bugis
Makassar di mana meraka masi melihat keturunan dan pendidikan.
2. Andi Nurnaga, yang berjudul Adat istiadat pernikahan masyarakat menjelaskan
penentuan mahar berdasarkan atas asas ke kesederhanaan dan kemudahan yang
diajurkan oleh ajaran islam. Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib
tetapi dalam penentuannya harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan
kemudahan, dengan artian bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan
calon suami dan tidak boleh mengesankan asas ada atau apa adanya, sehingga
calon istri tidak merasa di lecehkan.
3. Drs. H. Anshary MK, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul  hukum
perkawinan di Indonesia yang menjelaskan tentang berbagai macam factor yang
menentukan sahnya suatu perkawinan didalam suatu daerah tertentu, kaitanya
9dengan tema yang diangkat dalam skripsi ini adalah bahwa apa saja factor yang
akan mempengaruhi ternyadinya perkawinan yang sah.
4. Prof. DR. Amir Syarifuddin dalam buku beliau yang berjudul hukum
perkawinan islam di Indonesia yang menjelaskan tentang syarat syarat yang
harus di lakukan sebelum melakukan perkawinan yang dianggap wajid
kemudian untuk mengetahui tujuan dan hikmah suatu perkawinan.
5. Prof. Dr. H. M.A. Tihami, M.A., M.M. dalam bukunya yang berjudul Fikih
Munakahat yang menjelaskan tentang permasalahan pernikahan dan segela
masalah yang terkait dari sebelum akad nikah sampai bubarnya sebuah rumah
tangga.
6. Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H. dalam bukunya yang berjudul Fikih
Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap) yang menjelaskan permasalahan
pernikahan secara terperinci, berikut dalil dalil bahkan disertai dengan analisis
berbanding yang berakhir pada tarjih.
7. Laksanto Utomo, dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat yang menjelaskan
tentang konsep dasar  hukum adat disusul dengan membahas sejarah hukum
adat di Indonesia. setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan hukum adat atas
penguasaan tanah  dan hukum perkawinan.
E. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam melakukan penelitian ini ialah:
a. Untuk mengetahuai faktor apa saja yang mempengaruhi sulitnya perkawinan yang
dikarena kan tingginya uang panai
b. Untuk mengetahui sejauh mana pentingan nya pernikahan dalam masyarakat di
kecamatan sinjai selatan
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c. Untuk mengetahui kedudukan mahar dan uang belanja dalam masyarakat
2. Kegunaan penelitian
Selain tujuan tentunya penulis ini juga mempunyai beberapa kegunaan,
adapun kegunaanya adalah sebagai berikut:
a. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya
dan juga pada masyarakat pada khususnya, serta bagi yang berminat meneliti lebih
lanjut mengenai kedudukan sompa (mahar) dan doi balanca (uang belanja) dalam
perkawinan masyarakat bugis sinjai.
b. Kegunaan praktis
1. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang kedudukan sompa (mahar)
dan doi balanca (uang belanja) dalam perkawinan masyarakat bugis sinjai.
Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang
sama dengan penelitian ini.
2. Untuk memberikan pemasukan pemikiran dalam bidang hukum perkawinan
islam untuk menangani faktor faktor yang dapat menyebabkan tidak terjadinya
perkawinan.
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BAB II
TINJAUAN TEOROTIS
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
1. Pengertian perkawinan
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut
dengan dua kata, yaitu nikah (ﺢﻛﻧ) dan zawaj (جوز). Kedua kata ini yang  terpakai
dalam kehidupan sehari hari orang arab dan banyak terdapat dalam AL-QURAN dan
hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam AL-QURAN dengan arti kawin,
seperti dalam surat an-Nisa’ ayat: 3.
 ِۡنإَو ِﻲﻓ ْاُﻮﻄِﺴُۡﻘﺗ ﱠَﻻأ ُۡﻢﺘۡﻔِﺧ ٰﻰَﻤ ََٰﺘﯿۡﻟٱ َﻓ ْاﻮُﺤِﻜﻧﭑ َﻦ ﱢﻣ ﻢَُﻜﻟ َبَﺎط ﺎَﻣ ِٓءﺎَﺴﱢﻨﻟٱ َﺚ َُٰﻠﺛَو َٰﻰﻨۡﺜَﻣ
 ْاُﻮﻟﻮَُﻌﺗ ﱠَﻻأ َٰٓﻰﻧَۡدأ َِﻚﻟ َٰذ ۚۡﻢُُﻜﻨ َٰﻤَۡﯾأ ۡﺖََﻜﻠَﻣ ﺎَﻣ َۡوأ ًةَﺪِﺣ ََٰﻮﻓ ْاُﻮﻟِﺪَۡﻌﺗ ﱠَﻻأ ُۡﻢﺘۡﻔِﺧ ِۡنَﺈﻓ َۖﻊ َٰﺑُرَو٣
Terjemahnya :
“Dan jika kamu takut akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah
permpuan-perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat orang, dan
jika kamu takut akan perilaku adil cukup satu orang saja”.1
Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil,
karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut
dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang–Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu
perkawinan, yang diatur di dalam Pasal 2, sebagai berikut:
1) Perkawinan adalah sah apabilah dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.
1Kementrian Agama RI, Al Quran Dan Terjemahnya An-Nisa’:3.
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2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.2
Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu
aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan
untuk menghalalkan hubungan antar kedua belah pihak. Dengan dasar sukarela dan
keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup
berkeluarga yang diliputi rasa kasih saying dan ketentraman dengan cara-cara yang di
ridhoi oleh Allah.
Menururt ajaran agama islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
rumah tangga berupa keluarga yang tunduk pada amanah allah untuk memperoleh
keturunan. Suami adalah kepala keluarga sedangkan si istri mengurus rumah tangga
dan anggota-anggota keluarga. Adapun kewajiban suami adalah untuk memenuhi
kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik materil maupun imateril. Dalam hal ia lalai
memenuhi  hal ini, maka si istri mempunyai hak untuk menuntuk pemenuhannya dan
apabilah hal tersebut tidak di penuhi ia berhak menggugat perceraian.
Ada banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian perkawinan, tetapi
perbedaan pada ini selebumnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang
sungguh-sumgguh antara pendapat yang satu dan pendapat yang lainnya.
Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai
akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan ini terjadi, yaitu
misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan, setalah terjadi ikatan
perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota
keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara
2Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial), (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015), h. 12.
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adat dan selanjutnya dalam peran membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan
kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan
Di dalam perkawinan juga harus memerlukan wali atau saksi sebagai suatu
syarat terpenting untuk melangsungkan proses pernikahan, suatu pernikahan bisa
dikatakan batal apabila tidak adanya wali atau saksi antara satu pihak tertentu karena
kehadiran saksi sangat menunjang keberlangsung pernikahan seseorang, tidak hanya
itu mahar juga sala satu yang wajib dipenuhi sebelum melangsungkan suatu
pernikahan baik banyak atau sedikit nya pemberian calon mempelai pria ke calon
mempelai wanita sebelum melangsungkan pernikahan yang sah.
Mahar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberian wajib
berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika
dilangsungkan akad nikah.3 Disamping itu islam sangat memerhatikan dan
menghargai kedudukan sesorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya
adalah  hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan kepada calon
suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun dekat
dengannya, adapun pemberian mahar itu ialah maskawin yang besar kecilnya di
tetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus di lakukan
dengan ikhlas.4 selama ini mahar selalu di identikkan dengan uang, emas ataupun
barang lain. Namum sebenarnya, mahar tidak selalu identik dengan uang, emas dan
perak, seperangkat alat shalat, alquran, rumah atau berbagai barang lainnya. Mahar
juga bisa berubah keimanan.
Dalam adat istiadat bugis Makassar khususnya di kecamatan sinjai selatan
kabupaten sinjai, selain mahar yang harus di tanggung oleh calon mempelai pria, juga
3Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 696.
4Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap), (Depok:
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 37.
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harus menanggung atau membayar uang belanja. Uang belanja tersebut jumlahnya
berdasarkan kesepakatan keluarga kedua calon mempelai dan biasanya diserahkan
sebelum akad nikah dan sebelum pesta pernikahan. Uang belanja tersebut akan di
gunakan dalam acara pesta perkawinan atau dalam islam disebut walimah. Uang
belanja ini, biasanya habis selama diadakannya walimah. Semakin banyak jumlah
uang belanja, semakin besar pula walimah yang diadakan.
Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting
bagi mereka yang masi hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang
sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah arwah
para leluhur kedua bela pihak. Dengan demikia, perkawinan merupakan suatu
hubungan antara laki laki dan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu
antara kelompok kerabat laki laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang
satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan yang terjadi ini tentu diawasi oleh
sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.5
Dalam proses perkawinan, pihak laki-laki harus memberikan mas kawin
kepada perempuan. Maskawin terdiri atas dua bagian. Pertama, sompa (secara harfiah
berarti”persembahan”sebetulnya berbeda dengan mahar dalam islam) yang
disimbolkan dengan jumlah uang rella’ (yakni rial, mata uang portugis yang
sebelumnya berlaku, antara lain di malaka) Rella ditetapkan sesui status perempuan
dan akan menjadi hak milik. Kedua doi balanca (secara harfiah berarti uang belanja)
adalah uang antara pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan
melaksanakan pesta perkawinan, besarnya doi balanca ditentukan oleh keluarga
perempuan.
5Laksanto Utomo, Hukum Adat, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016), h. 89.
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Dalam adat perkawinan bugis, terdapat dua istilah yaitu sompa dan doi
balanca (bugis) atau uang panai dan mahar/maskawin, sompa atau mahar adalah
pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan
sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran islam, mahar dipegang oleh istri dan
menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri, sedangkan doi balanca atau uang belanja
yang harus diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga calon
mempelai perempuan untuk membiayai proses pesta pernikahan, jadi uang panai
dipegang oleh orang tua istri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan
jalannya resepsi pernikahan. Tetapi, sebagai orang bugis sinjai memandang bahwa
nilai kewajiban di dalam adat lebih tinggi dari pada nilai kewajiban dalam syarat
islam. Sejatinya sebagai salah satu masyarakat yang  dikenal paling kuat identitas
keislamannya di nusantara, seharusnya mereka lebih mementikan nilai wajib syariat
islam dari pada kewajiban adat, kewajiban mahar menurut islam merupakan syarat
sah dalam perkawinan, sedangkan kewajiban memberikan doi balanca merupakan
kontruksi dari masyarakat itu sendiri.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud
dengan uang belanja adalah sejumlah uang yang Diserahkan oleh keluarga calon
mempelai pria kepada calon mempelai wanita untuk membiayai pesta perkawinan
(walimah).
Dengan demikian antar mahar dan uang belanja terdapat perbedaan yang
sangat signifikan. Mahar adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon
mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang menjadi hak pribadi calon
mempelai wanita yang berhubungan dengan ajara islam. sedangkan uang belanja
adalah sejumlah  uang yang diserahkan oleh keluarga calon mempelai pria kepada
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calon mempelai wanita yang digunakan untuk membayar pesta perkawinan (walimah)
berdasarkan adat istiadat.
Pada dasarnya uang panai’ merupakan tradisi dalam budaya bugis-makassar
untuk menikahi wanita bugis-makassar. Uang panai’ dan jumlah nominalnya yang
terkenal sangat banyak semestinya tidak dijadikan patokan karena bagaimanapun
segala hal tergantung dari usaha individu dan berpulang pada keputusan Tuhan yang
maha esa. Disamping itu pihak keluarga juga harus lebih terbuka mengenai
kelangsungan pernikahan yang tidak dapat dinilai dari kemegahan pesta atau
perayaan pernikahan yang dilakukan. Serta dari banyak tidaknya uang yang dimiliki
oleh pria yang akan melamar. Karena uang hanya hiasan dalam kehidupan sementara
tujuan hidup adalah ketenangan.
Besarnya uang belanja ditetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatan
lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. misalnya yang
menyerahkan uang belanja itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan
kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari
kedua belah pihak.
Tingginya doi balanca atau sompa memang beberapa mendapatkan maslahat
(manfaat) karena dapat memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dalam
mempersiapkan diri menghadap pernikahan. Selain itu ada juga anggapan bahwa
tingginya uang panai dapat mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga
karena tentu seorang suami akan berfikir sepuluh kali untuk menikah lagi dengan
pertimbangan uang panai yang sangat tinggi.
Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah
maksimum dari maskawin. hal ini di sebabkan oleh perbedaan tingkat kemampuan
manusia dalam pemberiannya, orang yang kaya mempunyai kemampuan memberikan
17
maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. sebaliknya, orang yang
miskin ada yang hampir tidak mampu memberikan maskawin kepada calon istrinya.
Oleh karena itu, pemberian mahar di serahkan menurut kemampuan yang
bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing masing pihak yang akan
menikah untuk menetapkan jumlahnya.6
1. Rukun Dan Syarat sah Perkawinan berdasarkan Hukum Islam
Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah atau tidaknya suatu
pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, seperti
membasuh muka untuk wuduh dan takbiratul irham untuk salat. Atau adanya calon
pengatin laki laki/perempuan dalam perkawinan.
Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu
pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termaksud dalam rangakai pekerjaan itu,
seperti menutup aurat untuk shalat’’atau menurut islam calon pengantin laki
laki/perempuan harus beragama islam.
Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.
Rukun dan syarat menetukan suatu perbuatan hukum, terutama yang
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua
kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan
sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan
syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak salah bila keduanya
tidak ada atau tidak lengkap, keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi
bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian
atau unsur yang mewujudkan, sedangkan syarat adalah suatau yang berada di luarnya
dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam
6Tihami dan Sohari Sahrani, (Fikih Munakahat(kajian fikih nikah lengkap), (Depok:
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 40.
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artian syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu
berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur unsur rukun.
Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan
mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang berbeda ini tidak
bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tesebut disebabkan oleh karena
perbedaan melihat fokus perkawinan itu.7
Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus ada calon suami, calon isteri,
wali nikah, dua orang saksi, akad nikah ( ijab Kabul), dan mahar.
a. Calon Mempelai
Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh
dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur, calon suami sekurang-
kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Bagi
calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang
tua, apabila salah seorang dari orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, dan apabila kedua orang tuanya
telah meninggal dunia, maka izin diperoleh dari wali.
b. Wali Nikah
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak
sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni
muslim, aqil, dan baliqh. wali nikah dalam hukum islam terdiri dari, wali nasab dan
wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan yang
satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan
dengan calon mempelai wanita yaitu :
7Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta :kencana, 2017), Hlm 59.
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1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah
dan seterusnya.
2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan
keturunan laki-laki mereka.
3) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara
seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan
keturunan laki-laki mereka.
Apabila wali nasab tidak ada yang memenuhi syarat dan tidak diketahui
dimana tempat tinggalnya atau tidak mungkin menghadiri pernikahan tersebut, maka
wali hakim bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan dari pengadilan agama
tentang wali tersebut.
c. Saksi Nikah
Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, setiap
perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, yang dapat ditunjuk menjadi saksi
dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliq, tidak terganggu
ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara
lansung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad
nikah dilangsungkan.
d. Akad Nikah
Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang
diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Ijab
dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak
berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah
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yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Yang berhak
mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Tinjauan Umum tentang Mahar
1. Pengertian Mahar (sompa)
Mahar atau sompa adalah barang pemberian berupa uang atau harta dari
mempelai laki laki kepada mempelai wanita untuk memenuhi syarat sah pernikahan.
Jumlah sompa itu diucapkan oleh calon mempelai laki laki pada saat akat nikah.
Menurut adat, sompa atau mahar  itu bertingkat tingkat sesuai dengan tingkat sosial
bangsawan atau bukan bangsawan, disamping itu sompa juga berbeda beda dalam
suatu daerah. Mahar merupakan salah satu hak istri dan wajib hukumnya. Serta dalam
pemberian mahar tersebut harus berdasarkan keikhlasan dari suami atau dengan kata
lain pemberian mahar tersebut dilakukkan sesuai dengan kemampuan suami. Oleh
karena itu, banyak hal yang berkaitan dengan masalah mahar yang perlu dikaji dan
diteliti8
2. Pengertian uang belanja ( doi balanja)
Besar kecilya uang belanja tergantuk dari kesepakatan kedua bela pihak,
namun tidak juga dapat disangkal, bahwa masalah uang belanja yang sangat tinggi
hingga dapat menimbulkan tidak terlaksanakannya perkawinan. Uang belanja juga di
tetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatana lebih dahulu antara anggota
keluarga yang melaksanakan pernikahan. Ada, misalnya yang menyerahkan uang
belanja itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu
dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik antar kedua mempelai.
8Ahmad Haris Alphaniar.Mahar Perkawinan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Figh
Mazhab(Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Bugis Di Balle Kahau Kabupaten Bone).
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.malang. 2008.Hlm.18
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3. Macam macam mahar
Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:
a. Mahar Musamma
Mahar musamma, yaitu mahar yang suda disebut atau dijanjikan kadar dan
besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad
nikah.9
Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus
diberikan secara penuh apabilah
1) Telah bercampur (bersenggaman). Tentang hal ini Allah Swt Berfirman dalam
(QS An-nisa [4] :20)
 ِۡنإَو ُﻢﱡﺗدََرأ َلاَﺪِۡﺒﺘۡﺳٱ ُﮫۡﻨِﻣ ْاوُﺬُﺧَۡﺄﺗ ََﻼﻓ اٗرَﺎﻄِﻨﻗ ﱠُﻦﮭ ٰ َﺪِۡﺣإ ُۡﻢﺘَۡﯿﺗاَءَو ٖجۡوَز َنﺎَﻜ ﱠﻣ ٖجۡوَز
 ۡﯿَﺷًٔ َُﮫﻧوُﺬُﺧَۡﺄَﺗأ ۚﺎۥ ﺎٗﻨِﯿﺒ ﱡﻣ ﺎٗﻤِۡﺛإَو ﺎٗﻨ َٰﺘُۡﮭﺑ٢٠
Terjemahnya :
“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang
kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang
banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang
sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan
yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”10
Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah
bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti
ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan atau janda, atau hamil dari
bekas suami lain. Akan tetapi, kalau istri di cerai sebelum bercampur maka hanya
wajib membayar setenganya.
b. Mahar mitsli (sepadan)
Mahar mitsli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadanya pada saat sebelum
ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar
9M. Abdul Mujid dkk, kamus istilah fikih, (Jakarta: Pustaka Fiordaus,1995), h.185.
10Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjmahanya An-Nisa:20.
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yang perna diterima oleh keluarga terdekat, agar jauh dari tetangga sekitarnya.
Dengan memerhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya
Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa,
harta perdagangan, atau benda- benda lainnya yang mempunyai harga, disyaratkan
bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara
global semisal sepotong emas atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari
berbagai jenis yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar. Maka
menurut seluruh mazhab kecuali maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal,
sedangkan maliki berpendapat bahwa , akad fasid (tidak sah) dinyatakan sah dengan
menggunakan mahar mitsli.11
Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijadikan mahar itu barang
yang halal dan dinilai berharga dalam syariat islam. Jadi, kalau mahar musamma itu
berupa khamar, babi atau bangkaidan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki
secara sah. Maka maliki mengatakan bila belum terjadi percampuran. Akadnya fasid,
tetapi bila telah terjadi percampuran, maka akadnya dinyatakan sah dan si istri berhak
atas mahar mistily. Sementara itu, syafii, hanafi dan hambali dan mayoritas ulama
lainnya berpendapat bahwa. Akad tetap sah dan istri berhak atas mahar mistily.
Sebagian ulama mazhab imamiyah memberantas bagi hak istri atas mahar mitsli
dengan adanya percampuran, sedangkan sebagian yang lain. Berpendapat dengan
empat mazhab, memutakkannya (tidak memberi batasan).
Jika mahar tersebut berupa barang rampasan, misalnya suami member mahar
berupa perabotan rumah tangga milik ayahnya atau milik orang lain. Maka maliki
berpendapat bahwa, kalau perabotan itu merupakan barang yang dikenal mereka
berdua, sedangkan kedua duannya dewasa, maka akadnya dinyatakan fasd dan
11 Muhammad Jawad Mughniyyah , Fiqh Lima Mazhab, Penerjemah Masyur A.B., Afif
Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, h. 366
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difasakh sebelum terjadi percampuran, tetapi bila sudah tercampuri, akad di nyatakan
sah dengan menggunakan mahar mitsli, syafii dan hambali menyatakan bahwa akad
tetapsah dan istri berhak atas mahar mitsli.12
Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja peristiwa
penting bagi mereka yang hidup, tetapi merupakan peristiwa penting bagi leluhur
mereka yang telah tiada , arwah-arwah leluhur kedua bela pihak diharapkan merestui
mereka dalam melangsungkan rumah tangga mereka agar lebih rukun dan bahagia.
Oleh karena itu, perkawinan memiliki arti yang demikian penting, maka
pelaksanaannya dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara-upacara
lengkap dengan sesajen-sesajennya. Ini semua mungkin dapat dikatakan dengan
takhayul tetapi hingga saat ini hal ini masi dipercaya oleh sebagian  besar masyarakat
dan oleh karenanya masi sering dilakukan .
Pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai
peringatan perdata tetapi juga merupakan pingatan perdata tetapi juga merupakan
peringatan adat dan sekaligus merupakan peringatan kekerabatan dan kekeluargaan,
jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap
hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami, istri harta
bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut
hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan serta menyangkun upacara-upacara
adat istiadat dan keagamaan. Begitu juga kewajiban menaati printah dan larangan
keagamaan. Baik dalam hubungan manusia dengan tuhannya maupun hubungan
manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.
Oleh karenanya, Imam Sudiyat dalam bukunya mengatakan bahwa
perkawinan dalam hukum adat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan,
12 Muhammad Jawad Mughniyyah , Fiqh Lima Mazhab, Penerjemah Masyur A.B., Afif
Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, h. 366-367
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martabat biasa merupakan urusan pribadi tergantung susunan masyarakatnya.
Demikian pula dengan teer haar menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan
kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat urusan martabat dan urusan pribadi.dan
begitupula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh
vollehoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-
kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia luar dan diatas kemampuan
manusia.13
Perkawinan dalam arti adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat
hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan,
setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua
termaksud anggota keluarga kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan
pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memlihara
kerukunan beragama maupun berbangsa dalam suatu ikatan kenegaraan.
Dalam islam pernikahan merupakan sunnah rasul SAW yang bertujuan untuk
melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam
perbuatan keji sama sekali tidak diinginkan oleh syara’ atau agama. untuk memenuhi
ketentuan tersebut pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yaitu
dengan cara yang sah, suatu pernikahan baru dianggap sah apabilan salah satu rukun
dan syaratnya tidak terpenuhi, maka pernikah tersebut bisa dianggap batal. Salah satu
syarat tersebut adalah adanya mahar.
Jika terjadi persengketaan antara suami istri tidak terlepas dari masalah
penerimaan, apakah mahar sudah diterima atau belum, atau kadar besarnya mahar,
macamnya mahar atau waktunya yakni apakah mahar itu menjadi wajib.
13 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum adat, http://bloghukum.blogspot.co.id/diakss pada
tanggal 7 mei 2017, pukul 06.00
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Imam malik mengatakan bahwa apabila terjadi persengketaan tersebut terjadi
sebelum dukhul, sedang suami mengeluarkan kata-kata yang mirip dengan kata-kata
suami, maka keduannya saling bersumpah, sedangkan yang lain menolak, maka yang
dijadikan pegangan adalah kata-kata orang yang bersumpah. Jika keduanya menolak,
maka keduanya sama dengan apabila mereka bersumpah. jika salah satunya
mengeluarkan kata-kata yang mirip, maka kata-kata itulah yang dijadikan pegangan.
Apabilah persengketaan itu terjadi sesudah dukhul maka yang dijadikan
adalah kata-kata suami, Abu Saur, Ibnu Abu Lila, Ibnu Syubrumah mengatakan
bahwa yang dijadikan pegangan adalah kata-kata suami dengan sumpahnya, Fuqaha
lain mengatakan bahwa, yang dijadikan pegangan adalah kata-kata istri sehingga
mencapai mahar misti, dan kata-kata suami apabila lebih dari mahar mitsli. Imam
Syafi’I dan Al-Tsaura mengemukakan bahwa apabilah trjadi persengketaan antara
suami dan istri, keduannya diperintakan untuk bersumpah dan dikembalikan kepada
mahar mitsli.
Sebagimana yang telah dijelaskan diatas adalah. Mahar merupakan salah satu
hak istri istri dan wajib hukumnya. Serta dalam pemberian mahar tersebut harus
berdasar keikhlasan dari suami atau dengan kata lain pembrian mahar tersebut
dilakukan sesuai dengan kemampuan suami, oleh karena itu banyak hal yang
berkaitan dengan masalah mahar yang perlu dikajai dan diteliti. Seperti hukumnya,
syarat-syaratnya, macam-macam mahar, siapakah yang berhak atas mahar , jumlah
mahar dan hak kadarnya, kapan mahar wajib dibayar.
Dalam hal penundaan mahar (diutang) terdapat dua perbedaan penapat
dikalangan ahli fikih, segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh
diberikan dengan cara diutang keseluruhan, segolongan lainnya mengatakan bahwa
mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi  mengajukan agar membayar sebagai
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mahar dimuka manakala akan menggauli istri. Dan diantara fuqaha yang
membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk
tanggung jawab terbatas yang telah ditetapkanlah. Dengan pendapat imam malik. Ada
juga yang membolehkan karena perceraian ini adalah pendapat Al-Auza’i. perbedaan
pendapat tersebut karena pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalamhal
penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Fuqaha yang mengatakan bahwa
disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh
disampaikan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan
dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya
kematian atau perceraian itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian.
Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli berpendapat
bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan
itu merupakan ibadah.
Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum
atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara
perempuan pengantin wanita. Apabilah tidak ada, maka mahar itu beralih dengan
ukuran wanita lain yag sederhana dengan dia
Mahar mitsli juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut.
1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika bergantung akad
nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meniggal sebelum
bercampur
2) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan
istri dan ternyata nikahnya tidak sah.
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Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah
tafwid, Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah Swt dalam (QS Al-
Baqarah[2]:236)
 ﱠﻻ ُُﻢﺘۡﻘﱠَﻠط ِنإ ۡﻢُﻜَۡﯿﻠَﻋ َحَﺎﻨُﺟ َٓءﺎَﺴﱢﻨﻟٱ ۚٗﺔَﻀﯾَِﺮﻓ ﱠُﻦَﮭﻟ ْاﻮُﺿِﺮَۡﻔﺗ َۡوأ ﱠُﻦھﻮﱡﺴََﻤﺗ َۡﻢﻟ ﺎَﻣ
 َﻰﻠَﻋ ﱠُﻦھﻮُﻌﱢﺘَﻣَو ِﻊِﺳﻮُﻤۡﻟٱ ُهُرََﺪﻗۥ َﻰﻠَﻋَو ِِﺮﺘۡﻘُﻤۡﻟٱ ُهُرََﺪﻗۥ ِﺑ ﺎ َۢﻌ َٰﺘَﻣ ِۖفوُﺮۡﻌَﻤۡﻟﭑ َﻰﻠَﻋ ًّﺎﻘَﺣ
 ِﻨِﺴۡﺤُﻤۡﻟٱ َﻦﯿ٢٣٦
Terjemahnya :
“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu
menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian)
kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang
miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.
yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat
kebajikan.14
Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya
sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlahnya mahar tertentu kepada istrinya
itu. adapun bentuk mahar (maskawin) yaitu pada prinsipnya maskawin harus
bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau di makan. Ibnu
Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini
terkesan berbentuk benda sebab selain bertentuk benda tidak dapat ditukar
tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut rahmat hakim sesuatu yang
bermanfaat tidak di nilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga
tidak selalu dikaitkan  dengan benda, dalam hal ini calon istri mempunyai hal untuk
menilai dan memilikinya, ini sangat kondisional. artinya, dia mengetahui siapa dia
siapa calon suaminya15. Mahar yang diberikan kepala calon istri harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut.
14Kementrian Agama RI, Al Quran Dan Terjemahnya Al-Baqarah’: 236.
15Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap), (Depok:
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 48.
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a. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada
ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah
disebut mahar.
b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan
khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang
lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memelikinya karena berniat
untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab
tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan
barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.16
Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang
haram dipakai, dimiliki, atau dimakan ibdu rusyd mengatakan bahwa mahar harus
berupa sesuatu yang dapat di ukur dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab
selain berbentuk benda tidak dapat diukur tempaknya tidak di bolehkan, namun
menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum,
tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu di kaitkan dengan benda. Dalam hal ini ,
calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisinal
artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon dia.
Uang panai yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada
mahar, adapun kisaran jumlah uang panai dimulai dari 25 juta, 30, 50 dan bahkan
ratusan juta rupiah.hal ini dapat diliat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh
pihak keluarga perempuan dalam menetukan kesanggupan pihak lak-laki untuk
membayar sejumlah uang panai yang telah dipatok oleh pihak keluarga istri, sehingga
16Sohari Sahrani. Fikih Munakahat. (cet. 4 ; Jakarta : Rajawali pers, 2014), Hlm. 39-40.
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dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidak
mampuannya memenuhi “uang panai” yang dipatok , sementara pemuda dan si gadis
telah lama menjalin hubungan yang serius , dari sinilah muncul istilah silarian atau
kawin lari.
Adapun mahar yang rusak atau gugur bisa terjadi karena barang itu sendiri
atau karena sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak di ketahui atau sulit
diserahkan, mahar yang rusak karena zatnya sendiri, seperti khamar yang rusak
karena sulit di miliki atau di ketahui. Dalam hal barang yang tidak boleh dimiliki
adalah khamar, babi dan buah yang belum masak atau hutang yang belum lepas,
Imam Abu Hanifah berpendapat akad nikahnya tetap sah  apabilah nikahnya telah
memenuhi mahar mitsli. Akan tetapi Imam Malik berpendapat tentang dua riwayat
yang berkenaan dengan persoalan ini. pertama, akad nikahnya rusak dan harus di
batalkan (fasakh), baik sebelum maupun sesudah dukhul. Pendapat ini juga
dikemukakan oleh Abu Ubaid. Kedua. apabila telah dukhul, maka akad nikah tetap
dan istri memperoleh mahar mitsli.
2. Kedudukan Mahar
Kedudukan mahar merupakan syarat sah terjadinya perkawinan begitupun
dengan uang belanja yang merupakan pemberian kepada pihak perempuan dari pihak
laki-laki sebagai biaya perkawinan. Kendala-kendala dalam perkawinan terkait
dengan mahar(sompa) dan uang belanja itu permintaan pihak wanita terlalu besar dan
biasanya tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak , dan dari kendala-
kendala tersebut biasanya berakibat perkawinan yang telah direncanakan sebelumnya
bisa tertunda atau bahkan pembatalan perkawinan, karena tidak adanya kesepakatan
antara kedua belah pihak.
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Meskipun demikain, bila setelah menerima mahar si istri memberikan lagi
sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh
mengambilnya, hal ini dapat di pahami secara jelas dari ayat 4 surat an-Nisa.
Walaupun mahar itu disepakati kedudukannya sebagai syarat sah perkawinan,
namun sebagaian ulama diantaranya ulama Zhahiriyah menyatakan tidak mestinya
mahar tersebut disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung. namun
dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan .17
Berdasarkan andi nugraha sebagai mana yang telah dikemukakan sebelumya
menyatakan bahwa mahar (sompa) merupakan salah satu hak istri yang wajib
hukumnya, serta dalam pemberian mahar (sompa) tersebut harus berdasarkan
keikhlasan dari suami atau dengan kata lain pemberian mahar tersebut dilakukan
sesuai dengan kemampuan suami.
Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana kedudukan mahar (sompa)
dalam perkawinan masyarakat, perlu diketahui pemahaman dan pengetahuan
masyarakat di tempat tersebut akan hal-hal yang terkait dengan persyaratan
pernikahan, seperti meminang, mapettu ada penentuan hari atau berapa banyakmahar
yang ingin diberikan mempelai pria kepada calon mempelai wanita, maka sepatutnya
terlebih dahulu mengetahui dan memahami apakah faktor penting dalam perkawinan,
dan apakah sompa merupakan faktor penting dalam perkawinan.
Proses perkawinan tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik
untuk dibahas, baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari
segi kompleksitas perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu dalam perkawinan yang
terjadi bukan sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai. Lebih dari itu,
ada nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan, seperti status
17Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta :kencana, 2017), Hlm 87.
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sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga laki-laki dan
perempuan. Kompleksitas perkawinan pada masyarakat bugis merupakan nilai-nilai
yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan.
Mahar sangat penting kedudukannya dalam perkawinan dan merupakan salah
satu syarat sah adanya suatu perkawinan berbeda dengan doi balanca dimana doi
balanca hanyalah perintah adat yang harus di lengkapi dalam perkawinan namun
dalam hukum islam doi balanca tidak termaksud syarat wajib untuk melangsungkan
pernikahan.
Golongan maliki mengatakan bahwa mahar bukanlah mutlak milik istri, oleh
karena itu, ia tidak berhak membelanjakan untuk kepentingan dirinya, atau untuk
mengambil sabagian untuk belanja dan menggunakan sedikit dengan cara –cara yang
baik, atau untuk membayar utang.18
Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami istri, pada dasarnya, istri
tidak mempunyai hak atas harta bawaan tersebut, harta istri tetap menjadi hak suami
dan dikuasai penuh olehnya. Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta
harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan
masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hallain dalam perjanjian
perkawinan.
Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya
harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda
tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak
terwujud berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah
satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindakan harta bersama tersebut,
18 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (kajian fikih nikah lengkap), (Depok:
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 178.
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dalam hal ini. Baik suami maupun istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk
menjaga harta bersama.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A.Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif
dengan jenis deskriptif yaitu data yang berbentuk kata kata, skema dan gambar.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala
gejala, fakta fakta atau kejadian kajadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat
sifat popular atau daerah tersebut.
Metode penelitian kualitatif digunakan karena dapat melihat bagaimana proses
terbentuknya pemaknaan dan tindakan orang-orang yang ada didalam dunia tersebut.
metode ini lebih mampu menemukan defenisi sosial dan gejala sosial dari subjek,
prilaku motif-motif subjektif, tindakan, persepsi, perasaan dan emosi orang yang
yang diamati secara holistik.
Selain itu metode kualitatif dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap
cara subjek memandang dan menginterpretasikan kehidupannya, karena hal tersebut
berhubungan dengan subyek dan dunia sendiri, bukan dalam dunia yang tidak wajar
yang diciptakan oleh peneliti. Analisis deskripsi digunakaan untuk menggambarkan
secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai
bidang tertentu.
Analisis ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian dengan
mengumpulkan data data yang deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari
penjelasan, menguji hipotesa, membuat prediksi, mampu mempelajari implikasi, dan
34
kesimpulan yang diberikan selalu dasar faktualnya sehingga semuanya dapat
dikembalikan langsung pada adat yang diperoleh.Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakaan pendekatan fenomenologi dan pendekatan sosiologi.
Menurut Edmud Husseri dalam jurnal penelitian komunikasi dan opini publik,
pendekatan fenomenologi mempelajari dan melukiskan ciri ciri intrinsic fenomena
fenomena sebagaimana fenomena fenomena itu sendiri menyingkapkan diri dari
kepala kesadaran.Penelitian harus bertolak dari subjek (manusia) serta kesadaran dan
berupaya untuk kembali kepada “kesadaran murni”.1 Fenomenologi membantu
peneliti memasuki sudut pandang orang lain dan berupaya memahami mengapa
mereka demikian. Metode ini tidak saja melihat sisi perspektif para partisipan saja
melainkan berusahan memahami kerangka yang telah dikembangkan oleh masing
masing individu, dari waktu ke waktu, sehingga membentuk tanggapan mereka
terhadap peristiwa dan pengalaman dalam kehidupannya.Metode kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi dan sosiologi ini digunakan oleh penelitian untuk
mengetahui dan menjawab semua permasalahan yang sedang diteliti.
B.Jenis dan lokasi penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini
termaksud dalam jenis penelitian desktiptif kualitatif, yaitu mencoba mengambarkan
kondisi dan situasi atau realitas masyarakat sebagai objek penelitian serta berupaya
menarik realitas tersebut sebagai gambara atau salah satu ukuran tingkat
kesejahteraan bagi kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai.Kemudian menggunakan
teori melalui penelitian kepustakaan (library risyarch) sebagai sumber sumber tertulis
1http://rumahmakalah.wordpress.com/2009/05/18mengenal-filsafat-fenomenologi. 9 april
2017.
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yang menggambarkan secara system matis, normative dan akurat terhadap objek yang
menjadi pokok masalah, dalam hal ini mengkaji dokumen atau sumber lainnya.
Adapun yang menjadi lokasi penelitian skripsi ini adalah kecamatan sinjai
selatan kabupaten sinjai.
C. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian
hukum yuridis empiris yaitu mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum
sebagai intitusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan
mempolah.Disamping menggunakan metode metode ilmu pengetahuan, pendekatan
ini juga mengkaji masalah tentang tinggkatan kesejahteran masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, kemudian penyelesaian permasalahan tersebut dengan
peraturan pemerintah daerah dan keterlimbatan masyarakat kecamatan sinjai selatan
kabupaten sinjai.
D. Sumber Data
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, data primer
yaitu diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden, berdasarkan daftar
pertanyaan yang telah disediakan. Salain itu, wawancara juga dilakukan dengan tokoh
tokoh masyarakat setempat, serta mengadakan observasi langsung ke lapangan. Dan
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pemerintah, yakni kantor desa dan data
yang diperoleh dari website resmi badan statistik kabupaten sinjai, tentang data data
yang menjadi pusat penelitian.
E. Instrumen penelitian
Salah satu teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
wawancara dan dokumentasi, yaitu melakukan dialog secara langsung (tatap muka)
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antara pewawancara dengan yang diwawancara. Oleh karena itu alat yang digunakan
saat pengumpulan data antara lain adalah;
1. Alat tulis menulis, yaitu alat yang digunakan untuk mencatat semua data yanag
didapatkan melalui wawancara dengan sumber data/informasi
2. Kamera, yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data  yang berupa file
gambar dari aktifitas aktifitas dan situasi informasi.
F. Tehnik Pengumpulan Data
1. Observasi
Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena fenomena yang suda
diteliti.2 Observasi adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan langsung terhadap subjek sehari hari meraka berbeda dan bisa dilakukan
aktivitasnya.Beberapa informasi yang diperoleh melalui observasi adalaah ruang
(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan
perasaan.Penelitian melakukan pengamatan berperan serta ketika terjun ke lokasi
penelitian. Peneliti mengutarakan maksud dan tujuan penelitian kepada informasi
sebelum melakukan wawancara,agar memperoleh informasi yang jelas penelitian juga
bersifat netral kepada informasi untuk memberikan rasa nyaman dan informasi tidak
merasa takut memberi jawaban wawancara.Proses penelitian ini dimulai dengan tahap
awal (go to people), mempersiapkan pedoman pengamatan dan pedoman wawancara.
Pertama, pertanyaan substantive, merupakan pertanyaan pertanyaan yang berkaitan
dengan masalah substansi dalam lingkungan khusus.Kedua, pertanyaan yang lebih
dekat dengan masalah pernikahan yang mendasar dan masalah teoritis yang lebih
luas.Tahap selanjutnya melakukan pengamatan yang berperan serta ketika masuk ke
2Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), h.
173.
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lapangan, peneliti menjalin hubungan dengan baik dengan lingkungan yang diamati,
tetapi tetap membatasi pertisipasi sampai peneliti merasakan situasi sosial lokasiyang
diteliti.Tahapan terakhir membuat laporan mengenai makna dan esensi dari realitas
lapangan.
2. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan sesorang
yang ingin memperolah informasi dari seseorang lainya dengan mengajukan
pertanyaaan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.Wawancara secara garis besar
dibagi atas dua yaitu.wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur.
Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara
intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (openended interview),
wawancara etnografis, sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut
wawancara baku (standardized interview), yang susunan pertanyaan suda ditetapkan
sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan pilihan jawaban yang juga suda di
sediakan.3
Wawancara berstruktur mirip dengan percakapan informal.Metode ini
bertujuan memperoleh bentuk bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi
susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri ciri responden. Wawancara tak
berstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susuana kata kata dalam setiap
pertanyaaan dapat diubah pada saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya
(agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb) responden yang
dihadapi.
3Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT REMAJA ROSDAKAYA,
2004) h, 180-181.
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Biasanya pertanyaan dalam wawancara tak terstruktur dimualai dengan kata
tanya bersifat terbuka, seperti “bagaimana, apakah dan mengapa.”(pertanyaan bahkan
dapat  diajukan dalam bahasa daerah kalau responden akan lebih terbuka).
Dintara kedua jenis wawancara ini, wawancara tak terstruktur atau
wawancara mendalam adalah metode yang selaras dengan perspektif interaksionisme
simbolik, karena hal tersebut memungkinkan pihak yang diwawancara untuk
mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah istilah
mereka sendiri mengenai fenomena yang di teliti tidak sekedar menjawab pertanyaan.
Maka penelitian memang harus mendorong subjek penelitian agar jawabannya bukan
hanya sekedar jujur tetapi juga cukup lengkap atau terjabarkan.Maka dalam konteks
ini tujuan wawancara mendalam sebenarnya sejajar dengan tujuan pengamatan
berperan serta. Wawancara mendalam mungkin dilakukan karena metode pengamatan
berperan serta dianggap menyita terlalu banyak waktu  atau perilaku yang diamati
sulit atau tidak mungkin diamati karena terlalu pribadi.4
G. Teknik Analisis Data
1. Reduksi data
Reduksi data merupakan bagaian kegiatan analisis sehingga piihan-pilihan
tentang bagaian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas
sejumlah bagian yang tersebut, derita cerita apa yang berkembang, merupakan
pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih
menjamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat bagaian yang tidak diperlukan,
serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk melakukan penarikan
kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi. Lazimnya dari
4Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT REMAJA ROSDAKAYA,
2004) h, 183.
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hasil observasi penelitian akan diperoleh banyak data yang berupa catatan-catatan
narasi dilapangan. Catatan-catatan itu bukanlah data yang akan ditampilkan begitu
saja dalam laporan penelitian, tetapi harus melalui proses reduksi data sehingga
banyaknya catatan narasi dilapangan bukan mejadi sekedar alasan bagi peneliti untuk
menebalkan jumlah halaman laporan penelitian kualitatif, atau manjadi beban
penelitian dalam melakukan analisisnya. Untuk itu, proses reduksi data sebagai
bagaian awal dalam analisis kualitatif model interaktif ini hendaknya dilakukan
dengan cara yang cermat. Dari hasil proses reduksi, dapat ditampilkan tema-tema
yang akan dianalisi. dengan begitu, jangankeliru dengan memasukkan seluruh catatan
naratif dilapanagan sebagai data yang harus disajikan, data tersebut dapat saja di
lampirkan sebagai penguat temuan.5
2. Penyajian data
Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian
data, yang dimaknai oleh berbagai kesimpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan keesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan
mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang
sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinyaapakah peneliti meneruskan
analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam
temuan tersebut.6
Seluruh hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan, maka penulis
akan menggabungkan informasi tersebut dalam bentuk yang padu yang menjadi satu
kesatuan yang utuh, sehingga data yang kemudian nantinya yang disajikan akan
5Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial.(Yogyakarta; PT Gelora Aksara Pratama,
2009), h. 150-151
6Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial.(Yogyakarta; PT Gelora Aksara Pratama,
2009), h.151
40
menjadi sangat muda untuk dapat dipahami maksud dan tujuan dari hasil penelitian
yang peneliti lakukan.
3. Menarik kesimpulan
Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan
kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan artidatayang telah diampilkan.
Pnarikan makna ini tentu saja pemahaman peneliti dan interpretasi yang
dibuatnya.Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah melakukan
pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian
kasus kasus negative. kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpan dari kebiasaan
yang ada dimasyarakat.
Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan berlangsung
saat proses pengumpulan data berlangsung, kemudian dilakukan reduksi dan
penyajian data. Hanya saja perlu disadari bahwa kesimpulan yang disebut ini bukan
sebagai sebuah kesimpulan final. Hal tersebut setelah proses penyimpangan, peneliti
dapat melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali dilapangan. Dengan demikian,
kesimpulan yang diambil sebagai pemicu penelitian untuk lebih memperdalam lagi
proses observasi dan wawancaranya.
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BAB IV
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
1. Sejarah Kabupaten Sinjai
Kabupaten sinjai adalah sebuah kabupaten yang berada di Provensi Sulawesi
Selatan. Nama Sinjai berasal dari kata sijai’(Bahasa Bugis) artinya sama jahitanya.
Hal ini diperjelas dengan adanya gagasan dari Lamassiajeng raja Lamatti X untuk
memperkokoh bersatunya antara kerajaan Bulo-Bulo dan lamatti dengan
ungkapannya “Pasija Singkerunna Lamatti Bulo-Bulo” artinya satukan keyakinan
lamatti dengan Bulo-Bulo, sehingga setelah meninggal dunia beliau digelar dengan
Puatta Matindro Risinjaina.eksistensi dan identitas kerajaan –kerajaan yang ada di
kabupaten sinjai pada masa lalu semakin  jelas dengan di dirikannya benteng pada
tahun 1557  benteng ini di kenal dengan nama benteng balangnipa, sebab di dirikan di
balangnipa yang sekarang menjadi ibu kota kabupaten sinjai. di sampan itu, benteng
ini pun di kenal dengan nama benteng tellulimpoe karena di dirikan bersaamaan oleh
3 kerajaan yaitu Lamatti, Bulo-Bulo dan Tondong lalu dipugar oleh belanda melalui
perang mangarabombang. Agresi belanda tahun 1559-1561 terjadi pertempuran yang
hebat sehingga dalam sejarah dikenal dengan Rumpa’na Mangarabombang atau
perang Mangarabombang, dan tahun 1559 Benteng balangnipa jatuh ke tangan
belanda.tahun 1636 orang belanda mulai datang ke daerah sinjai, kerajaan Sinai
menentang keras upaya belanda untuk mengaduh domba menentang keras upaya
belanda untuk memecah belah persatuan kerajaan kerajaan yang ada di Sulawesi
selatan. Kemudian kabupaten sinjai terbagai atas beberapa kecamatan diantaranya
Kacematan Sinjai Utara, Sinjai Selatan,Sinjai Timur, Sinjai Barat, Sinjai Tengah,
Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Pulau Sembilan dan
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kecamatan  Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan adalah sebuah Kecamatan Di
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia Kecamatan Sinjai Selatan merupakan
pintu gerbang Kabupaten Sinjai yang berbatasan langsung dengan kabupaten
bulukumba1
2. Lokasi Penelitian
Kecamatan Sinjai Selatan merupakan salah satu wilayah Kecamatan dalam
wilayah di Kabupaten Sinjai yang terletak pada bagian Selatan Kabupaten Sinjai,
Kecamaan Sinjai Selatan merupakan wilayah yang sangat luas di Kabupaten Sinjai
dan terdiri dari 11 Desa dan Kelurahan.
Sinjai Selatan merupakan Kecamatan yang memiliki luas daerah berkisar
131,99 km2., dan memiliki jumlah penduduk sekitar 37.530 per tahunya yang dimana
laki laki berkisar 18,237 dan perempuan 19,293 mencapai kepadatan penduduk
sebesar 273 jiwa/km2. Sinjai Selatan berjarak 195 km2 dengan arah tempuh kendaraan
bermotor ± 4 jam, sementara dari ibu kota kabupaten, kecamatan ini berjarak 27 km2
dengan jarak tempuh kendaraan bermotor ± 30 menit2.
Tabel 1.
Batas-Batas Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan
Utara Kecamatan Sinjai Tengan
Selatan Kecamatan Tellu Limpoe dan Kabupaten Bulukumba
Barat Kecamatan Sinjai Borong dan Sinjai Tengah
Timur Kecamatan Sinjai Timur
Sumber: Profil Kecamatan Sinjai Selatan, 29 April 2015-2019
1 Profil Kabupaten sinjai,28 September 2015-2019.h.10
2 Profil Kabupaten sinjai,28 September 2015-2019.h.10
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Sinjai Selatan Memiliki 11 Desa dan kelurahan di mana ibu kota sinjai selatan
bernama bikeru, dimana bikeru merupakan pusat pemerintahan dan pusat
perbelanjaan (pasar umum) yang berada di kecamatan  sinjai selatan dan juga sangat
dekat dengan desa desa sekitarnya sehingga sangat mempermuda bagi masyarakat
untuk mengakses wilayah tersebut.
3. Kondisi demografi Kecamatan Sinjai Selatan
Kondisi demografi Kecamatan Sinjai Selatan adalah suatu keadaan kecamatan
sinjai selatan berdasarkan komposisi penduduk yang meliputi ukuran, maupun
distribusi penduduk yang mendiami wilayah tersebut.
a. Keadaan penduduk
Data kependudukan kecamatan sinjai selatan pada tahunjumlahpenduduk
sekitar 37.530 per tahunya dimana rumah tangga mencapai 8.350 dan kepala keluarga
sebesar 10.268 kemudian luas daerahnya 131,99 km2 dan juga kepadatan per
penduduk mencapai 284 km2. dimana laki laki berkisar 18,237 dan perempuan
19,293.
b. Tingkat Pendidikan
Berdasarkan data dari pusat statistic kabupaten sinjai (BPS Kabupaten Sinjai)
menyatakan bahwa pendidikan merupakan yang paling diproritaskanatau di utama
kan oleh pemerintah kabupaten sinjai dan ini telah terbukti sejak tahun 2005 telah
berlakunya pendidikan gratis hingga sekarang, yang telah dirasakan oleh masyarakat
di kabupaten sinjai khususunya dikecamatan sinjai selatan terutama bagi anak anak
yang masi dalam usia sekolah, dengan adanya program pendidikan gratis masyarakat
sangat menyambut dengan antusias dan penuh kegembiraan, sehingga anak-anak
yang dalam usia sekolahdan orang tua mereka tidak lagi merasakan betapa sulitnya
bersekolah, hanya saja masi ada kendala bagi sebagian masyarakat yaitu kendala
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antara jarak desa dengan jarak sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama
yang dirasahkan terlalu jauh terlebih lagi kurangnya angkutan umum dan juga jarak
antara sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir yang diperkirahkan
sekitar 1 jam jarak tempuh perjalanan.
Tabel 2.
Sarana Pendidikan di kecamatan Sinjai Selatan
Sumber: Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
Pendidikan adalah masalah yang penting dalam kehidupan masyarakat karena
pendidikan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dengan mengembangkan
potensi yang di miliki oleh setiap manusia sehingga kehidupan masyarakat lebih baik.
Pentingnya peran pendidikan bagi masyarakat untuk memberikan konstribusi yang
penting bagi setiap permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat
khususnya di kecamatan sinjai selatan.
c. Keadaan Ekonomi
Kondisi konomi masyarakat merupakan salah satu indicator yang menjadi
tolak ukur keberhasilan pembangunan dan juga menjadi factor penentu dalam
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1 TK 21
2 SD 35
3 SMP 7
4 SMA 3
TOTAL 66
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menentukan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat dalam suatu wilayah/daerah.3
Berikut di bawah ini tabel mata pencaharian masyarakat di kecamatan sinjai selatan.
Tabel 3.
Mata Pencaharian Masyarakat di Kecamatan Sinjai Selatan
NO JENIS MATA PENCAHARIAN JUMLAH
1 PERTANIAN 12837
2 PERTERNAKAN 368
3 PERKEBUNAN 9434
4 PERDAGANGAN 848
5 INDUSTRI 276
6 PNS, POLISI DAN TNI 780
JUMLAH 24, 543
Sumber: Kepala Desa/Kelurahan
Berdasarkaan tabel mata pencaharian di atas masyarakat kecamatan sinjai
selatan bahwa jumlah masyarakat yang mata pencahariannya bertani berkisar  12837
orang, sedangkan yang mata pencahariannya berternak berjumlah 368 orang, dan
yang berkebun sejumlah 9434 orang kemudian yang mata pencahariannya berdagang
hanyalah 848 orang di bidang industri berjumlah 276 orang dan yang mata
pencaharinnya sebagai PNS,POLISI dan TNI berkisar 780 orang.
Dapat di simpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat di kecamatan sinjai
selatan yang paling rendah adalah di bidang industri yang hanya berkisar 276 orang,
dan mata pencaharian masyarakat di kecamatan sinjai selatan yang paling tinggi yaitu
di bidang pertania yang jumlahnya mencapai12837 orang, secara rinci dapat di
3Profil Kecamata Sinjai Selatan, 30 September 2015-2019
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jelaskan bahwa jumlah mata pencaharian di kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai
adalah 24, 543 orang.
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Sompa dan Doi Balanca
Dalam Perkawinan Di Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai.
Sompa atau mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan
yang ingin di nikahi, berupa barang atau benda, sebagai salah satu syarat sahnya
pernikahan. Jumlah sompa bagaimana yang di ucapkan oleh mempelai laki laki pada
saat pernikahan (akad nikah). Menurut ketentuan adat jumlahnya bervareasi
berdasarkan tingkat strata sosial atau tingkat sosialnya seseorang.4adapun menururt
masyarakat setempat bahwa, mahar atau sompa adalah salah satu unsur yang wajib
ada dalam pernikahan, tidak boleh tidak ada.Istilah lain dalam menyebutkan mahar
adalah sundreng. Dan di berikan oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan
menurut adat istiadat di sinjai sedangkan doi balanca merupakan pemberian harta atau
benda oleh mempelai pria kepada mempelai wanita namun pemberian itu tidak
dikatakan wajib hukum nya dalam agama karena yang wajib hanyalah sompa atau
mahar.
Pada zaman dahulu, memang sompa atau sundreng yang berlaku semenjak
lama di daerah Bugis di nilai dengan mata uang lama (orang bugis menyebutnya
rella). Bagi bangsawan tinggi maharnya dinyatakan dengan kati senilai 88 real, di
tambah satu orang hamba (ata) senilai 40 real dan satu ekor kerbau senilai 25 real.
Sompa bagai perempuan kalangan bangsawan tinggi di sebut sompa pucu ( sompa
puncak) yang biasa mencapai 14 kati. Sedangkan bagi perempuan dari kalangan
4Asmat Riady Lamallongeng, Dinamika Perkawinan Adat  Dalam Masyarakat Bugis Bone,(
Makassar: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bone, 2017), H. 16
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bangsawan menengah kebawah hanya satu kati, bagi orang baik baik (to deceng)
setengah kati, kalangan orang biasa seperempat kati.5
Dalam pelaksanaan akad nikah di kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai
biasanya sompa secara umum dibayarkan pada saat dilakukan perkawinan dan
disebutkan jumlah atau besarnya dan jenisnya dalam ijab kabul dengan kata lain, di
kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai sompa dibayar secara tunai dan
masyarakatnya tidak menghendaki sompa atau mahar tersebut di tunda
pembayaraannya.
Oleh karena itu, penerapan norma-norma agama perlu diterapkan secara
konsisten demi menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat, sebagai masyarakat
muslim. Salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian secara baik adalah aspek
perkawinan. Dalam sistem perkawinan berdasarkan syari’at Islam perkawinan baru
sah apabilah calon suami membayar sompa kepada calon istrinya.
Dalam sistem perkawinan khususnya di kecamatan sinjai selatan kabupaten
sinjai, selain pelaksanaan perkawinan itu berdasarkan nilai-nilai ajaran islam
(syari’atislam). Artinya bahwa sistem perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat
kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai sejalan dengan syariat islam karena
dilaksanakan berdasarkan syarat yang mengikuti rukunnya, yakni calon mempelai
laki-laki dan perempuan, ijab dan kabul, dihadapi oleh dua orang saksi dan nikahnya
oleh walinya, selain itu juga calon suami membayar sompa kepada calon istrinya.
Defenisi sompa secara etimologi artinya mahar/maskawin sedangkan secara
terminolgy, sompa diartikan dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari
mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad
nikah”.Penentuan jumlah mahar berdasarkan tingkat sosialnya dikuatkan oleh salah
5Asmat Riady Lamallongeng, Dinamika Perkawinan Adat  Dalam Masyarakat Bugis Bone, h.
17
48
satu tokoh adat setempat yang menegaskan bahwa memang hukum adat yang berlaku
di sinjai (mahar) biasanya sesuai tingkat sosial namum tidak menutup kemungkinan
sesuai dengan kerelaan semata atau dapat dikatakan tidak ada unsur pemaksaan
mengenai tingkatan mahar, bayak atau sedikitnya mahar yang akan di berikan oleh
mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, namum tingginya mahar juga bisa di
kerenakan jabatan atau karena pendidikan yang telah di tempuh. Jenis mahar yang
biasa di berikan biasanya menggunakan tanah atau emas.6berikut penulis menemukan
jenis mahar yang di terima oleh empat orang informan/narasumber (masyarakat sinjai
sinjai selatan) diantaranya:
a. Sebidang tanah perumahan seluas 10 x 15 m2.7
b. Sebidang tanah perumahan seluas 15 x 20 m2.
c. Sebidang tanah persawahan (luasnya tidak disebutkan)
d. Sebidang tanah kebun yang berukuran 15 x 20 m2.
Salah satu tokoh agama disinjai menyampaikan bahwa mahar memang
merupakan suatu keharusan, meskipun terdapat beberapa perbedaaan pendapat ulama.
Pada zaman orang tua terdahulu, (selain berupa nilai yang telah disebutkan diatas)
mereka selalu berpendapat bahwa mahar itu berupa tanah, namum  kondisi yang ada
pada saat ini di mana paradigma masyarakat tentu telah bergeser, masyarakat mulai
menganti tanah dengan suatu yang bernilai cincin ataupun benda-benda yang bernilai
selain dari pada tanah, Demikian fenomena yang terjadi di sebelas desa di sinjai
selatan, pada prakteknya ternyata mahar itu tidak berdiri sendiri, namam terdapat
unsur-unsur adat yang terdapat di dalamnya dan sering membuat orang salah
berpendapat, seperti adanya Pallawa tanah dan taha sapposiseng, jika demikian yang
terjadi maka yang turun tangan adalah tokoh adat di daerah tersebut, bahwa memang
6Wawancara pribadi dengan Muhammad Amir (imam desa),sinjai 17 April 2017
7Wawancara pribadi dengan H Mattang (tokoh adat), sinjai 21 April 2017
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mahar bagian dari syarat islam namum (kadarnya) dikaitkan dengan budaya lokal
selama tidak ada unsur paksaan.
Penulis telah berpendapat bahwa mahar ditentukan berdasarkan derajat sosial
pihak perempuan dan di nilai berdasarkan rellaatau dapat berupa tanah pada
umumnya, pada saat ini telah ada beberapa peralihan, meskipun bukan terdapat aturan
bahwa mahar harus berdasarkan strata sosial pihak perempuan, namum mahar yang
dulu di nilai dengan rella atau tanah, kini bisa berupa cincin yang pada intinya dapat
berupa barang bernilai, dengan melihat kondisi saat ini dimasyarakat sinjai khususnya
di kecamatan sinjai selatan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya, memang terdapat beberapa
hal yang berubahkarena terkikis dengan perubahan zaman, tetapi hal tersebut tidak
terjadi secara menyeluruh karena beberapa nilai masi terjaga, perubahan tersebut
terjadi pada kebiasaan yang bersifat materi. Sebagai contoh jika dulu masyarakat
bugis masi terbiasa menggunakan kelapa padasaat transaksi dan digunakan dalam
proses pernikahan, kini suda tidak di gunakan lagi, hal-hal yang berupa bersifat
materi saja yang terjadi berubahan namun nilai-nilai terkandung tetap terjaga.8
Meskipun mahar bisa diberikan dengan nilai uang, atau berupa tanah, ataupun
(pada masa kini) bisa menggunakan emas, yang perlu di tekankan bahwa setiap
tingkatan strata social berbeda dalam penentuan jumlah maharnya. Jika dianggap
semakin tinggi strata sosialnya, semakin tinggi pula jumlah mahar yang harus
diberikan. Saat ini, khususnya pada masyarakat di kecamatan sinjai selatan kabupaten
sinjai.dimana jelas bahwa pada masa lampau tersebut sudah tidak relevan karena
keberlakuannya pun suda hampir menghilan dengan masuknya era-era modern seperti
8Wawancara pribadi dengan Muhammad Amir (imam desa), sinjai 17 April 2017
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yang sekarang ini, hal ini membuktikan bahwa masyarakat kabupaten sinjai
khususnya di kecamatan sinjai selatan jelas sangat merespon perkembangan zaman.
Jumlah mahar yang tinggi diberikan kepada pengantin perempuan pada
mulanya memang didasarkan pada strata atau derajat sosial yang dimilikinya, ternyata
telah terjadi pergeseran atau perubahan dalam hal ini.strata sosial yang di maksud
pada saat ini bukan hanya di sebabkan karena darah bangsawanannya, melainkan juga
bisa karena jabatan yang dimiliki, pekerjaan yang mapan atau mumpuni, ataupun
karena jenjang pendidikan yang telah di tempuh lebih tinggi, hal inilah yang dapat
menaikan kestrataan seorang perempuan jika ini meminangnya (khusus di kecamatan
sinjai selatan).
Disamping mahar, pada proses penentuan hari pernikahan (tandra esso), hal
yang peling penting adalah besarnya uang panai diberikan oleh pihak lak-laki kepada
pihak perempuan,9 Besarnya uang belanja ditetapkan berdasarkan kelaziman atau
kesemapakatan terlebih dahulu antar anggota keluarga mempelai laki-laki kepada
keluarga pihak mempelai perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwa doi balanca
itu merupakan uang yang dinaikan kepada perempuan sebagai biaya pelaksanaan
pesta perkawinan (walimah) ada juga yang mengatakan doi paendre sebagai uang
belanja.10
Besarnya doi balanca (uang belanja) hampir sama halnya dengan mahar,
besarnya ditentukan berdasarkan strata sosial sang pempelai perempuan jika ia
berasal dari keturunan bangsawan maka semakin tinggi jumlah doi balancanya yang
harus di keluarkan oleh calon mempelai laki-laki. Sama halnya dengan mahar,
besarnya doi balanca juga di pengaruhi oleh jabatan, pekerjaan dan tingkatan
9Asmat Rady Lamallngeng, Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone, h.
12
10Wawancara Pribadi dengan Muhammad Amir (imam desa), sinjai 17 April 2017
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pendidikan yang di miliki, jenis doi paendre di sinjai dahulu bisa menggunakan
sesuatu berupa tanah, kelapa atau binatang sapi, manum seiring berjalannya waktu
doi paendre kini dapat menggunakan uang. Sehingga paenre pada saat ini desebut
dengan doi balanca atau doi mandre, yang mana doi balanca tersebut yang akan di
gunakan pada saat ini melangsungkan pesta pernikahan (walimah).
Mengamati bahwa ketentuan mengenai besar doi balanca, meskipun juga
dilihat berdasarkan strata social calon mempelai perempuan, namun dalam hal ini
berdasarkan beberapa keterangan informan, penulis mengamati bahwa besaran doi
balanca lebih vareatif dan dapat dikompromikan, berupa sejumlah uang pada
umumnya. Lain halnya dengan besaran mahar yang cenderung baku, selain
berdasarkan strata sosial yang dimiliki, harusberupa benda atau barangyang jelas
wujudnya (bukan berupa uang, namun sangat bernilai tinggi jika diuangkan) serta
tidak dapat dikompromikan.Namum menurut islam mengenai doi balanca tidaklah
wajib harus dipenuhi karena doi balanca hanya berupa perlengkapan yang berupa
pemberian seorang laki-laki kepada seorang mempelai wanita untuk melangsungkan
pesta pernikahan, berbeda dengan mahar yang hukum dan syaratnya wajib di dalam
islam sebagaimana bukti penghargaan mempelai laki-laki kepada calon mempelai
perempuan.
Budaya siri’ dapat direpresentasikan dalam berbagai pola dalam masyarakat
bugis, salah satunya dengan adanya aturan adat mengenai jumlah mahar dan uang
belanja berdasarkan strata sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Siri’ itu
sendiri bertujuan memperlihatkan status sosialnya, misalnya seseorang tidak akan
mau anaknya dilamar oleh seorang pria jika jumlah yang diberikan lebih sedikit dari
jumlah yang ia tetapkan, karena ia akan siri’ (malu), terutama dihadapan keluarga
besarnya, ada juga yang merepresentasikan siri’ berbentuk penyebutkan jumlah
52
mahar dan uang belanja dalam nominal yang besar. Tetapi pada kenyataannya yang
diberikan kepada anak perempuannya tidak sesuai dengan yang disebutkan. Misalnya
juga karena mempunyai status (jalur keturunan) tertentu,ia merasa tidak nyaman jika
seseorang hendak menikahi anaknya dengan (hanya mahar) berupa seperangkat alat
salat. siri’nya dapat terganggu jika  akan menikahkan anaknya layaknya pernikahan
orang biasa (dalam jumlah mahar dan uang belanjanya) dalam hal ini penulis
berpendapat bahwa siri’ bermakna gengsi atau harga diri.
Adat istiadat tergantung pada konsensus masyarakat, jika ada masyarakat
yang ingin mempertahankan tradisi tersebut, karena menganggap (mahar dan uang
belanja) merupakan bagian dari social location atau dignity yang harus ditunjukkan,
bahwa itulah siri’ mereka. Jika demikian alasan yang dibangun maka itu merupakan
alasan yang masuk akal, argument tersbut menjadi kuat untuk menekankan betapa
suatu praktek kebudayaan didasari oleh nilai. nilai tersebut merupakan martabat
kemanusiaan karena Allah telah memuliakan keberadaan manusia.
Namun ada juga yang menganggap bahwa praktek semacam itu sudah
semestinya tidak dipertahankan lagi karena akan menimbulkan efek-efek sisal (seperti
terjadi kawin lari akibat seorang pemuda harus mengeluarkan baiaya-biaya yang
terkadang dianggap tidak masuk akal) mereka menginginkan untuk mempraktekkan
ajaran agama. Tetapi orang-orang yang memiliki pandangan tentang siri’ juga
menganggap hal demikian (sompa dan doi balanca) merupakan praktek juga yaitu
memuliakan. Bagaimanapun, yang menentukan dipertahankannya atau tidaknya
tradisi tersebut tergantung pada konsensus yang ada didalam masyarakat.11
Ketentuan mengenai besarnya mahar dan doi balanca harus berdasarkan strata
sosial yang dimilik oleh pihak perempuan memang terkadang menimbulkan kesan
11Wawancara Pribadi dengan Muhammad Amir (imam desa), sinjai 17 April 2017
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bahwa hal tersebut akan memberatkan pihak laki laki, berdasarkan keterangan
beberapa informan (masyarakat) mereka mengatakan bahwa seharusnya hal tersebut
tidak memberatkan karena suda berani melamar dan siap atas segalanya, namun
terkadang juga memberatkan, suda sewajarnya seorang laki-laki telah mengetahui
sekaligus memahami dan mengerti ketentuan yang ada dalam keluarga besar pihak
perempuan, beberapa kritik juga di sampaikan bahwa tidak semestinya jumlah
tersebut di patok terlampau tinggi, harus disesuaikan dengan kamampuan saja (tetapi
jumlah yang diberikan tetap tidak mengurangi harapaan atau kebutuhan pernikahan
tersebut). Karena kedepanya akan menyusahkan kedua mempelai setelah ia menikah,
biasanya mereka terlilit hutang hanya karena untuk memenuhi nilai mahar dan doi
balanca yang terlalu tinggi.
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sompa dan Doi Balanca
Dalam Perkawinan Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai
Sompa (mahar) dan Doi Balanca (uang belanja) dalam perkawinan
masyarakat di kabupaten sinjai khususnya di kecamatan sinjai selatan adalah suatu
hal yang tidak bisa dipisahkan .karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki
posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi uang panai atau
biasa di sebut doi balanca dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan
kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah uang panai yang ditentukan
oleh pihak wanita biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang di minta.
Dalam masalah pernikahan sesungguhnya islam telah mengatur sedemikian
rupa, dari mulai bagaimana mencari calon pendamping hidup sampai mewujudkan
pesta pernikahan. Walaupun pesta pernikahan (walimah) itu sederhana namun dalam
keadaan berkah dan tetap terlihat mempesona, islam juga menuntun bagaimana
memperlakukan calon pendamping hidup setelah resmi dalam ikatan suami istri,
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Allah tidak akan pernah mempersulit kaumnya dalam proses pernikahan apalagi
dalam bidang mempersuntik seorang wanita, tidak memandang seberapa tinggi
derajat seorang wanita, tidak melihat setinggi mana pendidikan yang dia tempu
namun dalam islam menjelaskan bagaiamana seorang suami menafkahi seorang istri
sebagaimana mestinya. Tidak mempermasalahkan bayaknya doi balanca (uang panai)
dan sompa (mahar)12.
Dalam kenyataan uang panai atau Doi balanca bisa mencapai ratusan juta
rupiah karena di pengaruhi oleh beberapa faktor, justru sebaliknya bagian Sompa
(Mahar) yang tidak terlalu di permasalahkan sehingga jumlah nominalnya diserahkan
kepada kerelaan suami yang pada umumnya hanya Rp. 10.000 - Rp. 5.000.000 saja.
Mengenai masalah tersebut dalam sebuah hadits Rasul bersabda yang maknanya
bahwa “perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah
maharnya”.
Melihat dari makna hadits tersebut maka sangat tidak etis jika uang panai atau
doi balanca yang diberikan oleh suami lebih banyak dari pada mahar (sompa), hadits
diatas sangat jelas menganjurkan kepada wanita agar meringankan pihak laki-laki
untuk menunaikan kewajibannya membayar sompa apalagi doi balanca yang sama
sekali tidak ada ketentuan wajib dalam agama islam.
Agama Islam sebagai agama ramhat li’alamin tidak menyukai penentuan
mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangungkan perkawinan, demikian
pula dengan doi balanca atau uang panai dianjurkan agar tidak diberatkan bagi pihak
yang mempunyai niat suci untuk menikah.
Perkawinan sebagai sunna Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh
kesederhanaan  dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di
12Wawancara pribadi dengan Muhammad Amin (tokoh adat ), Sinjai 26 April 2017
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dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan. Sebagaimana yang telah
disebutkan dalam firman allah QS. Surah al-Isra’ ayat 27 :
 ﱠِنإ َﻦﯾِر ﱢَﺬﺒُﻤۡﻟٱ َن َٰﻮِۡﺧإ ْآُﻮﻧﺎَﻛ ِۖﻦﯿِﻄ َٰﯿ ﱠﺸﻟٱ َنﺎَﻛَو ُﻦ َٰﻄۡﯿ ﱠﺸﻟٱ ِﮫﱢﺑَِﺮﻟۦ اٗرُﻮﻔَﻛ٢٧
Terjemahnya:
Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu
sangat ingkar kepada tuhanya13.
Dalam hukum Islam dikenal dengan prinsip mengutamakan kemudahan (raf
‘at- taysir) dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini
sangat ditekankan. Para wanita tidak ditekankan meminta hal yang justru
memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negative,
diantaranya:
1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi
mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
2. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang
yang disyaratkan oleh pihak wanita.
3. Menyebebkan terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan diluar nikah.
Selain beberapa dampak diatas, dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah
banyak wanita yang tidak menikah dan menjadi perawan tua karena para lelaki
mengurungkan niatnya untuk menikahinya disebabkan banyaknya tuntutan yang
harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi akibat
yang timbul karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat
mengakibatkan para pihak yang ingin menikah terjerumusdalam perbuatan dosa.
Sebagaimana ulama mengatakan ada dua macam kemampuan yakni,
kemampuan memberi nafkah bathin antara lain hubungan seagama dan kemampuan
13Kementrian Agama RI, Al Quran Dan Terjemahnya  al-Isra’:27
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member nafka lahir antara lain nafkah rumah tangga. Apabila seorang pemuda telah
memilih dua kemampuan seorang laki-laki. Maka dapat mengakibatkan banyak
gadis-gadis yang telah lewat umur tidak menikah, dan pihak laki-laki banyak yang
enggan menikah di akibatkan tingginya permintaan uang mahar yang harus
dipersiapkan untuk pernikahan, hal seperti ini tidak sesuai dengan hukum islam yang
menganjurkan untuk melaksanakan yang tidak memungkinkan.
Pemberian uang panai dikecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai merupakan
suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit .
Namun demikian dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa para lelaki yang
ingin menikahi wanitadari suku bugis merasa tidak terbebani dengan nilai uang panai
yang lebih tinggi karena dalam menentukan uang terjadi proses tawar menawar
terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam jangkauan
kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi uang panai yang diisyaratkan. Selain itu
para laki-laki memang telah mengetahui sebelumnya akan adat tentang uang panai
tersebut. Sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melanjutkan
kejenjang pernikahan14.
Dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat bugis khususnya di kecamatan
sinjai selatan ada tiga hukum yang mengatur yaitu hukum agama, hukum positif dan
hukum adat. Perkawinan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam adat
bugis dan kebudayaan di daerah tersebut, dalam pernikahan adat bugis memiliki
tradisi tertentu diantaranya adalah memberikan Doi Balanca dari pihak laki-laki
kepada pihak wanita sebagai syarat terlaksananya pernikahan, Doi Balanca adalah
sejumlah uanag yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai
14Wawancara pribadi denganArifin oncing (pensiunan kantor urusan agama), sinjai 17 April
2017
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wanita untuk keperluan dalam mengadakan sutau pesta (walimah) Doi Balanca ini
tidak dihitung sebagai mahar pernikahan, melainkan kedudukannya sebagai uang adat
yang terbilang wajib dengan jumlah yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah
pihak dan menjadi penentu terjadinya rencana pernikahan ke tahap selanjutnya.
Pemberian Doi Balanca yang tinggi sehingga menghasilkan sebuah pesta
perkawinan yang mewah sebenarnya hanya berlaku bagi keluarga kerajaan dan
glngan bangsawan, namun sekarang mengalami pergeseran dan mulai diperaktekkan
oleh masyarakat umum suku bugis. Dalam hukum Islam memang tidak ada
kewajiban memberikan doi balanca, namun pemberian wajib dalam melangsungkan
pernikahan hanyalah mahar (sompa) sebagai bukti penghargaan seorang laki-laki
kepada calon mempelai wanita, sedangkan pemberian Doi Balanca hanyalah tradisi
adat bugis saja.
Pemberian Doi Balanca pada masyarakat di kabupaten sinjai khusunya di
kecamatan sinjai selatan merupakan salah satu tahap dalam tradisi di suku bugis
sinjai, dimana pada tahap ini akan disepakatinya jumlah pemberian berupa Doi
Balanca, jumlah mas kawin dan juga berapa besar mahar yang ingin di berikan untuk
calon mempelai wanita setelah ada kesepakatan antara kedua bela pihak .
Hukum islam dalam menjawab permasalahan kemasyarakatan adakalanya
hukum-hukum itu tidak di nashkan secara tegas yaitu hukum-hukum yang berdasar
ijtihad yang dibina atas ra’yu dan qiyas, memperhatikan kemaslahatan dan menolak
kerusakan, maka sumbernya adalah akal dan kebebasan berfikir.
Hukum islam memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan ajaran
islam itu secara menyeluruh, umat islam tidak hanya diperintakan untuk
melaksanakan ajaran agama yang berkaitan dengan individu kepada Allah swt, tetapi
juga diperintahkan untuk melaksanakan perintah agama itu terhadap lingkungan dan
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masyarakatnya. Jadi, hukum islam itu memerintakan kepada umatnya untuk
melaksanakan perintah Allah swt., dan rasulnya serta meninggalkan segala sesuatu
yang dilarangnya.
Agama islam tidak menyukai menentukan mahar yang memberatkan pihak
laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula dengan Doi Balanca
dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk
menikah. Perkawinan sebagai sunna Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh
kesedarhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsure pemborosan
didalamnya karena islam sangat menentang pemborosan, dalam islam dikenal prinsip
mengutamakan kemudahan dalam segala unsur. Terlebih lagi dalam urusan
perkawinan prinsip ini sangat di tekankan, adapun yang menjadi tolak ukur tingginya
Doi Balanca adalah sebagai berikut:
1. Ekonomi. Jika salah satu pihak baik itu laki-lai maupun perempuan yang
berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi mapan maka jumlah doi balanca
yang dimina pun bisa sangat tinggi.
2. Pendidikan dan pekerjaan. Jika salah satu pihak baik itu laki-laki maupun
perempuan memiliki pendidikan maupun pekerjaan yang mapan, seperti
seorang dokter atau memiliki gelar sarjana maka permintaannya keluarga
mempelai wanita juga bisa tinggi.
3. Keturunan. jika salah satu pihak baik itu laki-laki maupun perempuan yang
memiliki keturunan lebih tinggi maka bisa saja doi balanja nya terlampau
tinggi.
4. Strata sosial. Jika salah satu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang
memilik strata sosial yang tinggi dalam suatu tempat, seperti conto bupati,
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maka tidak menutup kemungkinan Doi Balanca yang diajukan oleh keluarga
mempelai perempuan tinggi.
Agama islam tidak membeda-bedakan manusia satu sama lainnya, tidak ada
perbedaan status social dan kondisi seseorang, semua sama di mata Allah
mempunyaiderajat dan kedudukan yang sama. Yang membedakannya hanyalah
ketakwaan. Hukum islam mengakui adat  sebagai sumber hukum karena sadar akan
kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran pnting dalam mengatur
hubungan social di kalangan anggota masyarakat. Adat sebagai tatanan yang
disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap dipatuhi karena dirasakan
sesuai dengan kesadaran hukum sendiri.
Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan
perubahan zaman dan keadaan, realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus
menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial
kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam
hukum. Maka suda menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena
disebabkan  perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu
sendiri.
Pemberian Doi Balanca dalam perkawinan adat bugis khususnya di kecamatan
sinjai selatan merupakan pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta
perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam islam tentang walimah. Walimah
merupakan salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan
jamuan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanat keluarga. Walimah
atasperkawinan itu sunna hukumnya dan wajib hukumnya bagi yang memenuhi
undangan kecuali berhalangan.
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Pelaksanaan pemberian doi balanca walau tidak tercantum dalam hukum
islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari’at dan tidak merusak akidah karena
salah satu fungsinya pemberian uang panai sebagai hadiah bagi mempelai wanita dari
mempelai laki-laki untuk bekal kehidupanya kelak nanti dalam menghadapi bahtra
rumah tangga.
Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Nabi saw juga pernah mengadakan
walimah nikah untuk sebagian istrinya yaitu saat menikah dengan ummu salamah
dengan 2 mud gandum dan juga saat menikah dengan shafiyah dengan kurma, dengah
ptngan hadits lainnya yang diriwayatkan syaikhan, Nabi saw bersabda”
berwalimahlah walaupun dengan menyembelih kambing”kemudian sabda lainnya
yang diriwayatkan Tumudzi bahwa “ perlihatkan nikah itu dan pukullah terbang
atasnya”, pada zaman sekarang walimah diartikan sebagai pesta pernikahan. Hal ini
sehubungan dengan penyediaan sejumlah doi balanca untuk membiayai jalannya
pesta atau walimah, hanya saja seiring berkembangnya zaman maka jumlah doi
balanca dari zaman ke zaman semakin tinggi, dikarenakan semakin tinggipula bahan
pokok dipasaran maka permintaan doi balanca pun juga tinggi, hal inilah yang
melatar belakangi tingginya doi balanca khususnya di kecamatan sinjai selatan.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Kedudukan Doi Balanca dalam perkawinan adat bugis adalah sebagai salah
satu syarat, karena apabila Doi Balanca tidak ada,maka perkawinan tidak ada.
Pemberian sejumlah Doi Balanca adalah pemberian wajib yang diberikan oleh
pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai biaya yang
digunakan dalam pesta pernikahan.Tujuannya adalah untuk menghormati
keluarga pihak mempelai wanita, penghormata maksudnya adalah rasa
menghargaan yang diberikan kepada perempuan yang ingin dinikahinya
dengan memberikan pesta yang megah. Juga sebagai tanda cinta kasih kepada
perempuan yang ingin dinikahinya, tingginya Doi Balanca sangat berpengaruh
dalam status social dalam masyarakat, pendidikan, umur, keturunan, kondisi
Fisik. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat tingginya penentuan jumlah
Doi Balanca yaitu batal menikah, hubungan antara kedua keluarga bisa
menjadi renggang, laki-laki yang enggan menikah, perawantua, silariang,
bahkan bisa fatal bagi laki-laki karena dengan sengaja merusak (menghamili)
perempuan yang ingin dinikahi, sedangkan Kedudukan sompa merupakan
syarat sah terjadinya perkawinan begitupun dengan uang belanja yang
merupakan pemberian kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki sebagai
biaya perkawinan.
2. Tinjauan hukum islam terhadap Doi Balanca menjelaskan bahwa tidak ada
ketentuan yang mengatur tentang Doi Balanca dalam islam. Akan tetapi
hukumnya mubah, artinya boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang
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mengatur atau melarang. Jadi dikembalikan ke tradisi setempat, dan dalam
proses pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, tergantung kesanggupan dan
kemampuan.
B. IMPLIKASI
1. Sebaiknya para tokoh agama dan tokoh adat hendaknya memberikan
pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat bugis pada umumnya
dan masyarakat di kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai ada khususnya
mengenai masalah Doi Balanca. Sehingga tidak menganggap Doi Balanca
sebagai pemberian yang wajib dan mutlak untuk perempuan yang ingin di
nikahi melainkan sebagai biaya untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak
menjadikan Doi Balanca sebagai tolak ukur kesuksesan sebuah pesta
pernikahan. Lebih dari itujuga tidak menjadikan Doi Balanca sebagai
penghalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah
dengan wanita yang dicintainya.
2. Jumlah pemberian Doi Balanca seharusnya tidak ada batasan nominalnya,
hanya diserahkan kepada calon mempelai laki-laki sesuai kesanggupan
(sitinaja). Intinya adat dan agama tetap bia sejalan, jadi agama tidak dapat
dikatakan menghancurkan tradisi budaya yang ada, adat juga tetap berjalan
Itulah yang jadi kekayaan khazana Islam. Akan tetapi berbeda dengan sompa,
dimana sompa dalam agama merupakan syarat sah dalam melangsungkan
sebuah akad pernikahan.
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